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BAB III 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang 

dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 

perjanjian bagi hasil di Kapanewon Sanden belum seluruhnya 

berjalan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 

1960 Tentang Perjanjian Hasil. Mulai dari bentuk perjanjian, jangka 

waktu perjanjian, hapusnya perjanjian, dan pembagian besar 

imbangan perjanjian belum sesuai dengan Undang Undang. Namun 

ada beberapa yang telah sesuai berdasarkan Undang Undang yaitu 

tentang subyek, dan objek perjanjian di Kapanewon Sanden 

sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 2 terkait luas tanah 

yang tidak melebihi 3 hektar dan pasal 9 terkait pembayaran pajak 

tidak dibebankan kepada penggarap telah sesuai. Masyarakat di 

Kapanewon Sanden memilih menggunakan cara secara turun 

temurun/sistem hukum adat, dan kepercayaan dikarenakan faktor 

utama yaitu tidak mengetahui adanya Undang Undang bagi hasil dan 

cara seperti ini dianggap lebih sederhana, dan mudah dimengerti 

oleh Seluruh penggarap dan pemilik tanah 
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Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, maka saran 

yang dapat penulis ajukan adalah, bagi Kantor kapanewon Sanden 

dan kantor kelurahan Srigading Kabupaten Bantul perlu melakukan 

sosialisasi tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang 

Perjanjian Bagi Hasil agar pihak pemilik tanah dan pihak penggarap 

tanah dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil dapat memiliki 

perlindungan serta kepastian hukum terkait hak dan kewajibannya. 

Bagi responden (pemilik tanah dan penggarap) diharapkan 

jika ingin membuat perjanjian, walaupun hanya berbentuk lisan 

setidaknya melibatkan seorang saksi dari perangkat desa, yaitu 

RT/RW dan perangkat desa setempat dikarenakan bila terjadi 

penyimpangan hak dan kewajiban atau wanprestasi dapat dijadikan 

sebagai alat bukti yang No taben nya alat bukti berfungsi sebagai 

pendukung mediasi/musyawarah agar tercapainya jalan tengah, dan 

keadilan yang tidak merugikan atau menguntungkan salah satu 

pihak saja. 
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